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ABSTRAK

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN KELURAHAN
(Studi Pada Kelurahan Pusat PasarKecamatan Medan Kota)

Nama : Tengku Chairuniza

NPM : 151801083

Program Studi  : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing Il : Drs. Usman Tarigan, MS

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan
berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan
pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat
langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan.
Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program
pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami
dan didukung oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kinerja Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota dalam pemberdayaan
kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi,
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini
dilaukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian pihak
kelurahan Pusat Pasar sebagai salah satu Kelurahan di wilayah administratif kota
Medan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan dan
mengimplementasikan instruksi tersebut dengan melaksanakan pemberdayaan di
wilayah Kelurahan Pusat Pasat dengan mengutamakan pemberdayaan di bidang
kebersihan, keamanan, ketertiban, pelayanan dan pembinaan masyarakat, dilihat
dari akuntabilitas aparat Kelurahan Pusat Pasar sudah cukup baik dimana hal ini
ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan
kelurahan Pusat Pasar.

Kata Kunci: Kinerja, Pemberdayaan Kelurahan, Kelurahan Pusat Pasar
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ABSTRACT

PERFORMANCE OF KELURAHAN GOVERNMENT IN VILLAGE
EMPOWERMENT PROGRAM
(Study on Urban Pusat Pasar, Medan City Sub-district)

Nam e : Tengku Chairuniza

NPM : 151801083

Study Program : Master of Public Administration
Supervisor | : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Supervisor |1 : Drs. Usman Tarigan, MS

Kelurahan as the closest government organization and directly related to
the community is the spearhead of the success of urban development, especially
the regional autonomy, where the kelurahan will be directly involved in the
planning and restoration of development and service. Besides, the role of the sub-
village bridges government programs to be socialized to the community so that it
can be understood and supported by the community. The purpose of this study was
to determine the performance of Kelurahan Pasar Pasar, Medan Kota Sub-
district in urban empowerment. The method used in this research is descriptive
qualitative research method. Technique of collecting data with observation mete,
interview, literature study, and documentation. Data analysis in this research is
done by data reduction, data presentation and verification. Hail research of
Kelurahan Kelurahan Pusat Pasar as one of Kelurahan in the administrative area
of Medan city has done its utmost to succeed and implement the instruction by
implementing the empowerment in Central Pasat area by giving priority to
empowerment in cleanliness, security, order, service and community development,
From the accountability of the Kelurahan Central Market apparatus is good
enough where it is indicated by the commitment and seriousness of the kelurahan
officers in performing their duties and functions in the implementation of
empowerment program of Kelurahan Pusat Pasar.

Keywords: Performance, Village Empowerment, Kelurahan PusatPasar
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah
saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat karuniaNya sehingga saya
dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister llmu Administrasi Pubik Universitas
Medan Area.

Adapun judul dari Tesis ini adalah “Kinerja Pemerintah Kelurahan
Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pusat
Pasar, Kecamatan Medan Kota)

”, Saya juga mengucapkan shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa atnya di yaumil akhir.

Saya mempersembahkan tesis ini kepada orang tua tercinta yang
dimuliakan oleh Allah SWT, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberi nasehat
dan doa dalam setiap perjalanan hidup saya terutama dalam penyelesaian tesis ini.
Semoga rahmat, berkah, hidayah, dan kasih sayang Allah SWT tercurah kepada
keluarga kita seperti curahan kasih sayang kalian kepada kami anak-anakmu.
Amin Ya Rabbal alamin.

Dalam penulisan Tesis ini saya banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan
dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan
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2. lbu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS sebagai Direktur Pascasarjana
Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Warjio, MA. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi
Publik Universitas Medan Area.

4. BapakDr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah
bersedia meluangkan waktu memberikan masukan dan pengarahan juga
perhatian dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku Dosen Pembimbing Il penulis yang
telah bersedia meluangkan waktu bimbingan dan sabar memberikan masukan,
pengertian dan pengarahan juga selalu mensupport dalam penyelesaian tesis
ini.

6. Kepada teman teman seperjuangan Angkatan 2015 yang telah berjuang
bersama-sama dalam menyelesaikan pendidikan Magister IImu Administrasi
Publik yang selalu memberikan support, semoga pertemanan dan kekeluargaan
Kita ini bisa sampai selamanya.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik secara
penulisan maupun isinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat diharapkan. Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2017

Penulis,

Tengku Chairuniza
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Daerah,
disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga
mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sehingga diketahui otonomi daerah sebagai wewenang yang diberikan
oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk
mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri
sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna
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dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban tadi adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain
berlandaskan pada acuan hukumjuga sebagai implementasi tuntutan globalisasi
yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas,
lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan
menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005
tentang kelurahan, disebutkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai
perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan
yang diambil oleh pemerintah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan
(termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan
pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan
otonomi daerah itu sendiri.

Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki
kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin
berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah

kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan,
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pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang
baik.

Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang
diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia
bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari
bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja
suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat
pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula
tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat
dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian
tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai
landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian Kkinerja
merupakan tingkat pencapaian hasil. Dalam rangka membangun kualitas kinerja
pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan
bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam
mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman
pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan
berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan
pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat

langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan.
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Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan
masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi
masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut
kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.

Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program
pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami
dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan
tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan
pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-
buruknya kinerja pemerintah kelurahan. Karena itu, kinerja aparat membutuhkan
kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun
dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pada era
reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari
masyarakat khususnya kinerja aparat kelurahan. Dengan adanya kebebasan dalam
menyampaikan pendapat, banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja
pemerintah kelurahan, baik itu secara langsung yaitu melalui forum resmi atau
bahkan demonstrasi dan secara tidak langsung yaitu melalui tulisan kotak saran
atau surat pembaca pada media massa.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan
berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan
pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat
langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan.

Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan
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masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi
masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut
kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.

Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program
pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami
dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya
permasalahan yang ada di Kota Medan, seperti dalam usaha peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan
Pemerintah Kota Medan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Medan mengkondisikan perlunya suatu
upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya adalah “Program Pemberdayaan
Kelurahan”.

Dalam pelaksanaan “Program Pemberdayaan Kelurahan” di Kota Medan,
kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung
jawab untuk mensukseskan program ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan
dikeluarkannya Instruksi Walikota Medan Nomor: 141 /079 / INST, tentang tugas
dan tanggung jawab kepala kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan di
Kota Medan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti, Kebersihan, Keamanan,
Ketertiban, Pembinaan Masyarakat, dan Pelayanan Masyarakat.

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat
kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal
dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan

mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan Kkinerja aparat yang
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maksimal. Kinerja aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi
implementasi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan ini. Hal ini sejalan dengan
pendapat Orsbone dan Gaebler (1992) yang menyatakan bahwa persoalan utama
yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang
dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah kelurahan harus
terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan,
peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini
serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta
memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan
pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good
governance di kelurahan Pusat Pasar.

Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki
kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan
bertanggungjawab serta accountabilitydalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai unsur pelayananan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi
birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah
keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dalam melaksanakan kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih
dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan,
peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini
serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi

kehendak pelanggan yaitu masyarakat di Kelurahan yang memerlukan pelayanan
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secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good
governance di Kelurahan Pusat Pasar Kota Medan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa secara
umum dapat diasumsikan sementara bahwa aparat kelurahan pun memiliki kinerja
pemerintah Pusat Pasar yang belum maksimal, namun asumsi awal ini masih
bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian
ilmiah yang menggunakan prinsip-prinsip akademik dalam pelaksanaannya, oleh
karena itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang kinerja aparat
kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan Pusat Pasar Kota
Medan.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah
penelitian dengan judul “Kinerja pemerintah kelurahan dalam program
pemberdayaan kelurahan(Studi pada Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan

Kota)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka
permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini
adalah:Bagaimana Kinerja PemerintahanKelurahan Pusat Pasar, Kecamatan

Medan Kota dalam pemberdayaan kelurahan ?
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, menjawab perumusan masalah yang
telah dikemukakan sebelumnya,Untuk mengetahui kinerja Kelurahan Pusat Pasar,

Kecamatan Medan Kota dalam pemberdayaan kelurahan.

1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi kelurahan di Kota Medan dalam rangka meningkatkan
Kinerja pemerintah kelurahan Pusat Pasar dalam program pemberdayaan
masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat.

2. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi Mahasiswa/i program studi Magister
Administrasi PublikProgram Pascasarjana UMA dalam melakukan penelitian
di bidang llmu Sosial pada umumnya dan IImu Administrasi Publik pada
khususnya.

3. Bermanfaat bagi penulis untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan berpikir dalam menganalisa setiap gejala dan permasalahan yang

dihadapi di lapangan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Organisasi
2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) sudah menjadi kata popular yang sangat menarik
dalam pembicaraan manajemen publik. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat
dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu
organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi
tersebut (Bastian, 2001:329).

Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian
hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal
ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana
organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau
komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya,
kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama dalam
sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa
disebut sebagai manajemen.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja
pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya

mewujudkan  sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut
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(Bastian,2001:329). Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan
mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah.

Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah
ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian
kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Definisi
kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau
instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi
pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan
instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu
organisasi. kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki Kketerkaitan yang
sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan
dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau
dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai
tujuan organisasi tersebut.

Suatu program pemerintah dapat terlaksana dengan baik apabila
memperhatikan Kkinerja aparaturnya. Kinerja merupakan terjemahan dari kata
performance (Job Performance), secara etimologis performance berasal dari kata
to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Wibowo mengatakan

bahwa:
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”Pengertian performance sering diartikan sebagai Kkinerja, hasil
kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya
menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses Kkerja
berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut.
Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan
memberikan kontribusi ekonomi” ( Wibowo, 2007:7).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang
aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan dalam
prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas
yang telah ditentukan.

Kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu
yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu
yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian
proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam
kerangka organisasi terdapat hubungan antara Kkinerja perorangan (individual
Performance) dengan kinerja organisasi (Organization Performance). Organisasi
pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau
sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya
tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh

orang dalam organisasi tersebut.
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Berdasarkan definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu
organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi
atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh

organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

2.1.2 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata
hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara
tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro
organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara
sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-
sama mencapai tujuan tertentu.

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih
yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian
suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat
seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok
orang yang disebut dengan bawahan.” (Armosudiro,2006:12)

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal
dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Suatu organisasi di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai,
sebagaimana yang dikemukakan oleh James D Mooney:

Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan

bersama.akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar
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organisasi,bukan “siapa” akan tetapi “apanya” yang berarti bahwa yang

dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi ,tetapi

“apakah”tugas dari organisasi. (Money,1996:23)

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek
seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi
sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik
adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya,
karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam

masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

2.1.3 Pengertian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai
dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai
dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil
(output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi
terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input).

Selanjutnya, Kkinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi,
kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

“Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi

tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat

dilihat dari tingkatan sejaun mana organisasi dapat mencapai tujuan yang

didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”. (Surjadi,2009:7)
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Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah
dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input,
output, outcome, benefit, maupun impact. (Sobandi, 2006:176). Hasil kerja yang
dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu,
baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan
tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya
hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai
peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori
Kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul
Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut adalah indikator
Kinerja organisasi menurut baban sobandi :

1. Keluaran (Output)

2. Hasil

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian

4. Informasi Penjelas (Sobandi ,2006 : 179-181)

Pertama, keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai
dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa
fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang
diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas
pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini

mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.
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Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena
pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang
dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek
langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur pencapaian atau hasil
yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi
publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara
komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau
standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan
atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat
tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif,
yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang
mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka
Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, danmemberi
informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya,
menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya,
tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau
hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan
pencapaian, meliputi dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha
dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau
biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu
dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil

yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per
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unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan

masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan
dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu
pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu
organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja
yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjelas yaitu pertama, faktor substansial
yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan demografi. Kedua, faktor
yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175)
mengemukakan indikator kinerja sektor publik terdiri dari : responsiveness,
responsibility, accountability.

a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap provider
terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan customers.

b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan
ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake

holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
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2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh
suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat
kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung
bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi

Kinerja organisasi:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk
mengahasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. semakin
berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja
organisasi tersebut.

2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.

3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan,
dan kebersihan.

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam
organisasi yang bersangkutan.

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar
bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan,
promosi dan lainnya. (Ruky, 2001:7)

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah
organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi

atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh
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organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah

di tetapkan sebelumnya.

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan
tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja
organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Anwar
Prabu Mangkunegara.

1. Faktor Kemampuan Ability Secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari
kemampuan potensi 1Q dan kemampuan reality knowledge+skill. Artinya
pimpinan dan karyawan yang memiliki 1Q superior, very superior, gifted dan
genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam
menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan Kkinerja
maksimal.

2. Faktor motivasi Motivation Motivasi diartiakan sebagai suatu sikap attitude
piminan dan karyawan terhadap situasi kerja situation dilingkungan organisasinya.
Mereka yang bersikap positif proterhadap situasi kerjanya akan menunjukan
motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap
situasi kerjanya akan menunjukan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang
dimaksud meliputi hubungan Kkerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan
pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. (Mangkunegara, 2006:13)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu
pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari

intern maunpun ekstern.
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2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang
berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka
pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses
untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/
kekuatan/ kemampuandari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang
atau belumberdaya.

Pengertian “proses” menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-
langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang mencerminkan
pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju
keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan
secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge,
attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-
perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjukpada sumber
inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau
kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata“memperoleh”
mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari,
mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain
untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan

tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/
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tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya
memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari
masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah
pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah
atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996:
77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang
pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua togive ability to or
enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan,
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/
belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan
kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk
melakukan sesuatu. Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat
(Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79)

menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas
Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai
empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang Kita
maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu
sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan
memberi “energi”’pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan
mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks

barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian
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kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk,
mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatau reaksi atau
pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut
dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau
meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998: 75-76).

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni
mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu
pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering),
terciptanya kemandirian (TriWinarni, 1998: 75). Pada hakikatnya pemberdayaan
merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa
tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat
pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya
tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika
asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun
daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu
hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap
ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada
proseskemandirian. (Tri Winari, 1998: 76).

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:
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1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh
masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara
mandiri.

2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harusdilakukan dalam
rangka memperoleh serta meningkatkan dayasehingga masyarakat mampu
mandiri (Tri Winarni, 1998: 76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya,kesempatan,
pengetahuan dan keterampilan masyarakat untukmeningkatkan kapasitas dalam
menentukan masa depan mereka(Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama
yang terkandungdalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan
yangluas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan
dalamkomunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilankeputusan
dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspekdemokrasi dan partisipasi
dengan titik fokus pada lokalitas akanmenjadi landasan bagi upaya penguatan
potensi lokal. Pada aras inipemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada
penguatan individuanggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan
utamadalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakattidak
sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsurpartisipasi yaitu
bagaimana masyarakat dilibatkan dalam prosespembangunan, dan hak untuk

menikmati hasil pembangunan.Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan
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subyek akankemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara
garisbesar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya
mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan

Hempri, 2003: 44).

2.2.1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan
tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai
suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu
kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk
memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi
mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan
daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif,
psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan
internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu
dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi
kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat
fisikmaterial.

Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan
kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan

kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau
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masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang
diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan
pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh
masyarakat yang diharapkan dapatdiintervensi untuk mencapai keberdayaan
dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang
dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka
melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek
tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan
kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena
dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang
dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa
memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk
mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses
belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya
dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang
memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari
pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini
diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal

(Ambar Teguh, 2004: 80-81).
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2.2.2. Tahap-Tahap Pemberdayaan
Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya,

melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di

jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82).

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses

belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka

mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi
dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalamikemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka
pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang
harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menujuperilaku sadar dan
peduli sehingga merasa membutuhkankapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,kecakapan
keterampilan agar terbuka wawasan danmemberikan keterampilan dasar
sehingga dapat mengambilperan di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga
terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada

kemandirian (Ambar Teguh,2004: 83).

2.3. Pemberdayaan Kelurahan
Program Pemberdayaan Kelurahan merupakan sebuah kebijakan

Pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan guna peningkatan kemampuan
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kelembagaan masyarakat dan aparat melalui usaha peningkatan partisipasi

masyarakat serta untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 .

Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan

Kelurahan ini adalah:

1. Kelurahan adalah penyelenggara dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. (UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa)

2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang.

3. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota. (UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurusi kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat. (UU Nomor
22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah)

5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
(Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999)

6. Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi
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kewenangan wilayah kerja Lurah dengan melibatkan masyarakat melalui
BPD. (Kepmendagri Nomor 65 Tahun 1999).

Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang
memikul tanggung jawab sebagai ujung tombak pembangunan terendah di daerah.
Pemberdayaan kelurahan jika dilihat dari dasar pertimbangan produk hukum saat
ini merupakan suatu keharusan karena menurut Undang—-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan merupakan perangkat daerah
Kabupaten/Kota. Perangkat daerah tanpa power adalah suatu kemustahilan.

Sementara Perda Nomor 24 Tahun 1992 menggariskan bahwa pemerintah
kelurahan dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian ruang. Melihat ketentuan diatas maka peranan kelurahan harus
diperluas tidak hanya sebagai administratur pemerintahan tetapi juga sektor lain.

Hal ini tentu saja juga berdasarkan pada adanya hubungan langsung yang
sangat dekat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan fungsi dan peran yang
sangat strategis tersebut maka Pemerintah Kota Medan harus menjadikan
pemberdayaankelurahan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan dengan
upaya antara lain:

1. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas beberapa fungsi pelayanan
dan pengawasan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

2. Penataan terhadap kekuatan dan kemampuan Pemerintah Kelurahan dengan
melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, kelengkapan personil dan

penambahan dukungan dana.
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Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1982 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan di Kota Medan diatur
jabatan-jabatan yang ada dikelurahan antara lain: Kepala Kelurahan, Sekretaris
Kelurahan dan Kepala-Kepala Urusan. Dari pengamatan dan aspirasi dari
masyarakat, kondisi Kelurahan sebelum dikeluarkannya programPemberdayaan
Kelurahan antara lain:

a. Lurah mempunyii tugas membantu camat dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pembinaan, kehidupan kemasyrakatan
kelurahan.

b. Lurah mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dan

camat.

2) Penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan.

3) Pelaksanaan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup

tugasnya.
2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi
dan memberikan pelayanan teknsi adminsitrasi kepada seluruh satuan organisasi
kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris kelurahan mempunyai

tugas:
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a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan seta
penyusunan laporan.
b. Pelaksnaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian, dan perlengkapan
rumah tangga.
c. Pengelolaan penata usahaan administrasi keungan.
d. Menyelenggrakan dan mempersiapkan rapt-rapat staf dan koordinasi
e. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung.
3. Seksi Pemerintahan
Seksi pemerintahan mempunyai tugas mempunyai urusan pemrintahan
umum. Untuk melaksnakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai
tugas:
a. Penyusunan program dan pembinaan penyelengaraan pemerintahan umum
b. Penyelengaraan pelayanan PBB, adminsitrasi kependudukan dan catatan
sipil melalui masyarakat.
c. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan
d. Pembinaan organisasi dan administrasi RT, beserta perangkatnya.
e. Pemiliharaan data wilayah kependudukan
f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Seksi Tramtib, kebersihan dan Lingkungan Hidup
Seksi tramtib dan kebersihan lingkungan hidup melaksanakan urusan
penyelengaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban kebersihan serta lingungan
hidup. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam seksi tramtib kebersihan

dan lingkungan hidup mempunyai tugas:
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a. Menghimpun, mengelola dan mengevaluasi data bidang tramtib,
kebersihan dan lingkungan hidup.
b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kebersihan dan
lingkungan hidup.
c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan Kketertiban serta
perlindungan masyarakat.
d. Pengamanan wilayah dan penegakkan peraturan daerah dan produk hukum
pemerintahan lainnya.
e. Penyelengaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat.
f.  Penanganan penangulangan bencana.
g. Bekerja sama dengan Polmas, Babinsa, Pol-PP, dan Satgas Kebersihan.
h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Seksi Pembangunan
Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembanguan
bidang ekonomi sarana dan prasarana umum, serta meningkatkan partisipasi
swadaya masyarakat. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud seksi
pembangunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana
fisik, pembinaan perekonomian dan usaha masyarakat.
b. Penyusunan dan pemeliharaan data profil kebersihan.
c. Penyelengaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan
pembangunan.

d. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
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e. Penyelengaraan musyawarah pemabangunan tingkat kelurahan..
f. Bekerjasam dengan lembaga pemberdayaan masyarakat.
g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas program pembinaan
kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian,
generasi muda, dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial.
Untuk melaksanakan tugas dimaskud, seksi kesejahteraan sosial
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial.
b. Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial budaya melalui Simyankel.
c. Pembinaan sosila budaya masyarakat
d. Melaksanakan program pembangunan pengetasan kemiskina.
e. Penyalurah bantuan korban bencana alam dan bencana lainya.
f. Pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan
perempuan.
g. Pemberdayaan masyarakat rentan sosial
h. Pemeliharaan data sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan keluarga
miskin.
i. Bekerjasama membantu program tim penggerak pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Kota Sehat Kelurahan dan Karang
Taruna.

J.  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atsan langsung.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara
kinerja aparatur kelurahan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan
Kelurahan, dimana kelurahan tidak hanya sebagai administratur pemerintahan,
tetapi juga mencakup sektor-sektor lain, seperti sektor pembangunan dan

kemasyarakatan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kelurahan Pusat Pasar

AV .4

Kinerja Kelurahan |=> Pemberdayaan Kelurahan

!

Indikator Kinerja Sektor Publik
Lenvinne dalam Ratminto dan Atik
Septi Winarsih :

a. Responsiveness

b. Responsibility

c. Accountability

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat kelurahan Pusat Pasar
Kecamatan Medan Kota, yang beralamat JI. Kelud No. 8 Medan dan waktu

penelitianFebruari sampai April 2017.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai
tujuan. Oleh karena itu tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan
masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus revelan dengan
masalah yang telah dirumuskan (Nawawi, 2001: 65).

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja
untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk
menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan
termasuk keabsahannya. Sistem dan metode yang dipergunakan untuk
memperoleh informasi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi
ilmiah. Pada sisi lain dalam kegiatan untuk mencari informasi tersebut dengan
tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip
tertentu disebut dengan penelitian (Ruslan, 2010: 24).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptifkualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk
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menggambarkan situasi, proses atau gejala-gejala tertentu yang diamati. Penelitian
yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas
berbagai kondisi serta fenomena realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri,
karakter, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi dan fenomena tertentu
(Bungin, 2007: 68).

Penelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam
instrumen pengumpulan data. Karena itu, peneliti dapat menggunakan wawancara
mendalam, observasi, dokumentasi-dokumentasi, kuesioner (hasil survei),

rekaman, bukti-bukti fisik, dan sebagainya.

3.3.  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk
itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan
secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan
dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait
dengan suatu tujuan untuk memperoleh infomasi yang dibutuhkan. Wawancara
ini ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan menggunakan
wawancara. Pedoman wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar
tentang proses komunikasi sebagai indikator melihat pola komunikasi.

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan terkait

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Augmed 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20



komunikasi antara konselor dan klien rehabilitasi. Wawancara diawali dengan
membuka pembicaraan, memperkenalkan diri dan menyampakan tujuan
penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mennyakan identitias informan yang
dilanjutkan penyampaian pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara.
Peneliti juga menanmbahkan diluar pedoman wawancara sebagi tindak lanjut
penjelasan yang lebih mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan keputusan yang dapat
mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
cara sebagi berikut:

a. Dokumentasi, yaitu teknik data dengan mengunakan catatan-catatan atau
dokumen yang ada dilokasi penlitian serta sumber-sumber lain yang relevan

dengan objek penlitian.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan
alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi
Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah
diolah.

Dalam hal ini instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah

instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu
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sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman

wawancara.

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai
instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu
memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut
Moleong (2007: 168). Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah
ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis,
penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara.
Adapun Informan dalam penelitian adalah:

a. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Lurah, Pusat Pasar dan staff
kelurahan.

b. Informan utama, orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi yang
diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan

Pusat PasarKecamatan Medan Kota.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2007: 103) merupakan proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi,
dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248)
analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
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apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang
lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu
pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang
mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (Data Reduction )
Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data ( Display Data)
Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim
digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)
Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang
dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif,

kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi.

3.6. Pengujian Kredibilitas Data

Setiap penelitian  harus memiliki  kredibilitas sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan
mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan

terhadap hasil data penelitian.
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Upaya untuk menjaga kredibiltas dalam penelitian adalah melalui langkah-

langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276) :

a. Perpanjangan pengamatan
Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk
mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan
data-data yang baru.

b. Meningkatkan ketekunan
Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan
meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan
kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi
Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu.

d. Menggunakan bahan referensi
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan
data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara
perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

e. Mengadakan member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada
pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data
berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya,
tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya

tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi
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dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus
merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh

pemberi data.
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